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RINGKASAN

Dalam vnsaha untuk menanggulang: masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika pemenintah telah meratifikasi Konvens: Perserikatan Bangsa Bangsa
tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Paikotropika Tahun 1988
(Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Subtances
1085} dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 (Covention en Psychotropic
Subtances 1971 dengan mengeluarkan Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1997
Tentang Pengesahan Konvens: Persenkatan Bangsa Bangsa Tentang
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang — Undang
Nomor 8§ Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika Eemudian
tahun 1997 Pemerintah mengeluarkan Undang — Undang Nomor 5 tahun 1997
tentang Psikotropika dan Undang — Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang
Narkotika sebagai pengganti Undang — Undang yang lama yaitu Undang — Undang
Nomer 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika. Selanjutnya pada tahun 2009 terjadi
pengoantian tethadap Undang — Undang Narkotika dan Undang — Undang
Psikotropika tersebut melalui Undang — Undang Nomeor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (ULl Narkotika) Keberadaan Undang — Undang Narkotika tersebut pada
pokoknya mengatur narkotika hanva digunakan untuk kepentingan ilmu
pengetahuan dan pelavanan kesehatan Sehingga diharapkan Undang — Undang
Narkotika tersebut dapat berjalan lebih efektif suna mencegah dan memberantas
penvalahounaan dan peredaran gelap narkotika termasuk untuk menghindarkan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan sebagai ajang transit
maupun sasaran peredaran gelap narkotika Secara yundis, landasan hukum utama
vang mengatur wewenang BNN terdapat dalam Undang — Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Badan Narkotika Nasional Berdasarkan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 75 Undang —
Undang Narkotika. BNN memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan
penvidikan terhadap tndak pidana narkotika serta berperan aktif dalam
mengoordinasikan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika Hal i1
mencerminkan penggunaan kewenangan dengan pendekatan menveluruh (holistik)
vang diadopsi negara dalam menghadapi tindak pidana narkotika yang bersifat
transnasional dan terorganisir. Dengan demikian. keberadaan BNN sebagai
lembaga independen memilikn peran vang sangat vital dalam menciptakan sistem
penangoulangan narkotika vang efektif, tertkoordinasy, dan berbasis pada supremasi
hukum . Dalam praktiknya, BNN diben wewenang yvang luas, termasuk melakukan



penangkapan, penahanan penggeledahan dan penyitaan. serta meminta data
keuvangan dan lembaga perbankan dalam konteks tindak pidana pencucian uvang
(TPPU) vyang berasal dan tindak pidana narkotika Di sisi lain, BNN juga
menyelenggarakan program rehahilitasi bagi penyalahguna narkotika dan
mengembangkan kerja sama lintas sektor, baitk di dalam negent maupun
mtermasional

Tujuan dari penelitian 11 adalah untuk menganalisis kewenangan BNN dalam
mengusut dan membuktikan harta hasil tindak pidana pencucian vang vang berasal
darn tindak prdana narkotika dan pembuktian terhadap harta terdakowa tindak pidana
pencucian uang yvang di peroleh dan hasil peredaran Narkotika Jenis penclitian
vang digunakan dalam penchitian im adalah penelitan hukum normatif, yaitu
spautu metode penulisan hukum normatif dengan menggunakan sumber data
sekunder atau bahan pustaka sekunder Penelitian normatif biasanva disebut juga
penelitian kepustakaan.

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (LPNK) Indonesia vang mempuonyai tugas melaksanakan
tugas pemenntahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adikuf
lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakan dan alkohol Pembentukan
BNN imi didasarkan pada Pasal 64 Undang-Undang Nemor 5 Tahun 2009
tentang Narkotika yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentansg Badan
Narkotika Nasional Salah satn tugas BNN adalah pemberantasan
penvalahounaan dan peredaran gelap narkotika melalm kewenangan
penyidikan Selain berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak
pidana narkotika, BNN juga berwenang melakukan penyidikan terhadap
tindak pidana pencucian nang vang tidak pidana asalnya (predicate crime)
adalah tindak pidana narkotika Landasan hukum vang dapat digunakan
oleh penyidik BNN dalam melakukan penyvidikan terhadap tindak pidana
pencucian uang vang diatur di dalam Pasal 3. Pasal 4 dan Pasal 5 Jo. Pasal
2 Ayat (1) huruf e UL No. 8 Tahun 2010 adalah ketentoan Pasal 74 UU No.
8 Tahun 2010. sedangkan untuk penyidikan terhadap tindak pidana
pencucian uang yvang diatur di dalam Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009
adalah Pasal 71 UU No. 35 Tahun 2009.

2. Beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uvang vang tindak pidana
asalnya tindak pidana narkotika adalah penuntut umum baik ontuk tindak
pidana pencucian uang vang terdapat di dalam UU No. 33 tahun 2009
maupun tindak pidana pencucian vang yvang terdapat di dalam UU No. 8
Tahun 2010 Sedangkan terdakwa dibebani dengan pembuktian atas asal
usul harta kekavaannya bukan berasal dan tindak pidana narkotika baik jika
disangka melanggar Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 maupun melanggar
Pasal 3. Pasal 4 atau Pasal 5 UU Neo. 8 Tahun 2010 Dalam proses



penvidikan vang dilakukan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional
pembukiian terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan
terlebih dahulu tindak pidana asalnya Hal ini sebagai perwujudan dan
peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Karena jika tindak pidana
asalnva harus dibuktikcan secara proses peradilan tersendin, maka akan
menghambat penegakan hulum terhadap tindak pidana pencucian uang
yang merupakan tindak pidana transanasional dan teroraganisir.
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ABSTRAK

Kata Kunci: Pembuktian Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Pencucian
Uang_  Badan Narkotika Nasional

Tujuan dart penelitian 11 adalabh untuk menganalisis kewenangan BNN dalam
mengosut dan membuktikan harta hasil tindak pidana pencocian uang yang berasal
dar1 tindak pidana narkotika dan pembulctian terhadap harta terdalkowa tindak pidana
pencucian vang yang di peroleh dari hasil peredaran Narkotika.

Jenis penelitian vang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliian hukum
normatif, vaitu suatu metode penulisan hukuom normatif dengan menggunakan
sumber data sekunder atau bahan pustaka sekunder. Penelitian normatif biasanva
disebut juga penelitian kepustakaan

Dan penelittan 111 memperlihatkan sesungouhnya bahwa: Pertama Selain
berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, BNN juga
berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian vang yang
tidak pidana asalnva (predicate crime) adalah tindak pidana narkotika Landasan
hukum yang dapat digunakan oleh penvidik BNN dalam melakukan penyidikan
terhadap tindak pidana pencucian vang vang diatur di dalam Pasal 3, Pazal 4 dan
Pasal 3 Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf ¢ UU No. 8 Tahun 2010 adalah ketentuan Pasal
74 UU No. 8§ Tahun 2010. sedangkan untuk penvidikan terhadap tindak pidana
pencucian vang yang diatur di dalam Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Pasal
71 ULl No_ 35 Tahun 2009. Kedua, Dalam proses penyidikan vang dilakukan oleh
penyidik Badan Narkotika Nasional pembuktian terhadap tindak pidana pencucian
uang tidak wapb dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnyva Hal 1m sebaga
perwujudan dan peradilan cepat, sederhana dan biava ringan Karena jika tindak
pidana asalnya harus dibuktikan secara proses peradilan tersendiri, maka akan
menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang vang
memipakan tindak pidana transanasional dan teroraganmisir.
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ABSTRACT
Kevwords: Proof, Narcotics Crime, Monev Laundering, National Narcotics Agency

The purpose of this research is to analyvze the authority of the National Narcotics
Agency (BNNJ in investigating and proving assets dervived from money laundering
affenses originating from narcofics crimes, as well as the evidemtiary process
concerning the defendant 's assets obtained through the distribution of naveotics.

The type of research used in this study is normative legal research, which is a
methad of legal writing based on secondary data sources or secondarv legal
materials. Normative research is also commonly referred to as library research.

This research reveals the following findings: First, in addition to having the
authority to investigate narcotics crimes, the National Narcotics Agency (BNN) is
also authorized to investigate money laundering offenses where the predicate crime
is a narcotics offense. The legal basis for BNN investigators tae conduct
investigations into money laundering offenses as regulated under Articles 3, 4, and
3 in comjunction with Article 2 paragraph (1} letter c of Law No. &8 of 2010 is Article
74 af Law No. § of 2010. Mearwhile, for investigations into monay laundering
affenses as stipulated in Article 137 of Law No. 353 of 2009, the legal basis iz Article
71 of Law No. 33 of 2009,

Second, in the investigative process conducted by BNN investigators, proving the
occurrence of monay laundering does not reguire prior progf of the predicate
offense. This reflects the principle of a judicial process that is swift, simple, and
low-cost, Reguiring a separate legal proceeding to prove the predicate crime would
hinder the enforcement of moneyv laundering laws, particularly considaring that
such offenses are often transnational and organized in nature,
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